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ABSTRAK

Legislasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan salah satunya yaitu
sistem keberlanjutan (carry-over) untuk RUU. Carry over merupakan sebuah
mekanisme pewarisan RUU dari masa periode DPR sebelumnya menuju periode
selanjutnya. Kebijakan carry over mulai berlaku sejak ditetapkannya UU No. 15
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jelas kebijakan carry over
terlegitimasi dalam pasal 71A Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik RUU tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kebijakan carry over memiliki 2 (dua)
tujuan, yakni: 1) efektifitas anggaran dan 2) keberlanjutan RUU. Kedua tujuan ini
merupakan permasalahan yang menyangkut masyarakat luas, sehingga, penting untuk
mengkaji penerapannya kebijakan carry over agar implikasi (dampak) dari kebijakan
dapat dirasakan masyarakat luas, terkusus dengan kacamata maslahah mursalah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode kepustakaan (/ibrary research)
berlandaskan sumber data primer yaitu Undang-Undang, dan buku, jurnal, artikel,
karya ilmiah mapun naskah akademik yang memiliki relevansi dengan tema
penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat
deskripstif-analitis dengan pendekatan konseptual.

Adapun hasil penelitian ini berkesimpulan pada tujuan kebijakan carry over telah
sesuai dengan konsep maslahah, yaitu: 1) hifdz maal (efektifitas anggaran), 2) hifdz
nafs (keberlanjutan RUU). Walaupun telah sesuai dengan konsep maslahah, namun
dalam penerapannya kebijakan carry over belum memberikan ke-maslahatan pada
masyarakat. Maka dari itu, kebijakan carry over perlu menimbang syarat-syarat
malahah mursalah yakni: 1) kemaslahatan bersifat hakiki (pasti) 2) kemaslahatan
bersifat universal dan 3) kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum, nash,
serta ijma’. Melihat penerapannya, kebijakan carry over perlu dibenahi dan
disempurnakan agar dapat memberikan ke-maslahatan pada masyarakat luas.

Kata Kunci: Carry over, Program Legislasi Nasional, Maslahah Mursalah
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga legislatif merupakan institusi kunci (key institusion)
perkembangan politik setiap negara modern. Didalam menerapkan
kedaulatan rakyat, lembaga legislatif juga merupakan cabang kekuasaan
pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat!. Melalui sistem
perwakilan, Negara Indonesia mewujudkan kedaulatan rakyat dalam suatu
lembaga menyerupai parlemen yang terbentuk dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. .2
Dalam mewujudkan sistem perwakilan rakyat, parlemen memiliki dua
fungsi; Pertama fungsi legislasi, yaitu menentukan kebijakan pokok
pemerintah dan mengatur ketentuan ketentuan hukum berupa Undang-
Undang; Kedua fungsi kontrol, yaitu menjalankan pengawasan terhadap

jalannya pemerintah.?
Fungsi legislasi sendiri merupakan sebuah kewanangan yang

dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk suatu norma hukum

(undang-undang) yang mengikat dan dapat membatasi hak hak yang

! Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010)
hlm. 1.

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2006) hlm. 58.

3 Ibid hlm. 59.



dimiliki oleh warga negara.* Dewan Perwakilan Rakyat secara pokok
memiliki fungsi pembentukan peraturan perundang undangan antara lain
adalah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (legislative inittiation),
membahas Rancangan Undang-Undang (law making process), serta
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (law enactment approval).’
Pada tahap pembentukan Rancangan Undang-Undang untuk menjadi
sebuah undang undang diperlukan proses dan mekanisme pembentukan
yang tidak sederhana. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan didalamnya terdapat tahapan pembentukan undang-undang
yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan
pengundangan.$

Menurut Pasal 16 Undang-Undang tersebut, tahap perencanaan dan
penyusunan diawali dengan Program Legislasi Nasional. Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan juga menjelaskan bahwa Prolegnas disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis membahas terkait skala prioritas program Dewan
Perwakilan Rakyat selama hingga 5 (lima) tahun kedepan. Setelah
ditetapkan Prolegnas, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembahasan

Rancangan Undang-Undang. Pada tahap pembahasan Rancangan Undang-

4 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta : Rajawali Pers,
2016) hlm. 32.

5 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2015) him. 34.

® Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.



Undang terdapat masa sidang, dijelaskan bahwa dalam 1 (satu) tahun masa
sidang, persidangan dapat dilaksanakan sebanyak 4 (empat) hingga 5
(lima) kali.”

Rangkaian proses pembentukan peraturan perundang undangan
yang diatur dengan sedemikian kompleks, masih menimbulkan beberapa
polemik. Dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
yang menyatakan

“Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah

dilakukan pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan

Rakyat sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.”’$
Hal tersebut menyatakan bahwa peyusunan Rancangan Undang-Undang
dan ditetetapkan dalam Program Legislasi Nasional hanya berlaku pada
masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu selama 5 (lima) tahun.
Kondisi ini berdampak pada pemberhentian pembahasan Rancangan
Undang-Undang, akibatnya, Rancangan Undang Undang pada Program
Legislasi Nasional prioritas dalam lintas periode akan terus bertambah.
Oleh sebab itu terdapat banyak Rancangan Undang Undang yang belum
terselesaikan pada periode sebelumnya dan kembali dimasukkan kedalam

daftar Program Legislasi Nasional pada periode selanjutnya.® Mekanisme

pengajuan Rancangan Undang-Undang lintas periode pun harus

7 Tahun Sidang, https://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang., diakses pada 22
September 2021

8 Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

° Risidiana Izzaty, “Urgensi Ketentuan Carry-over dalam Pembentukan Undang-
Undang di Indonesia”, Jurnal HAM, Volume 11, No.1 April, 2010.
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mengulangi mekanisme pengajuan Rancangan Undang-Undang dari awal
(nol).!® Kondisi ini dilihat dalam teori efektifitas hukum, apakah
mencerminkan ke-efektivitasan dalam proses pembahasan undang-undang
dalam lintas periode masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehingga, muncul ketentuan terbaharu yang mengakomodir carry
over (pengalihan pembahasan)!' dalam pembentukan peraturan perundang
undangan. Undang Undang No 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan merupakan peraturan yang melegitimasi carry over.
Tujuan dari kebijakan ini adalah mengadakan payung hukum pembahasan
rancangan undang-undang lintas periode agar setiap RUU yang telah
direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh pembentuk UU (DPR,
Presiden, dan/atau DPD), namun belum terselesaikan pada periode tertentu
dapat dilanjutkan pada periode selanjutnya.'?

Pasal 71A Undang Undang No 15 tahun 2019 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa

“Dalam  hal  pembahasan  Rancangan ~ Undang Undang

sebagaimana dimaksud dalam 65 Ayat (1) telah memasuki

10 Muldan Halim P, dkk., “Persoalan Desain Kebijakan Carry Over dalam
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ditinjau dari aspek Politik Hukum”, Jurnal Al
Daulah Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, Volume 10, No. 1, April, 2020.

Uhttps://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27223/t/%E2%80%98 Carry+Over%E2%8
0%99+RUU+Bisa+Dilakukan+Berdasarkan+Kebutuhan, diakses pada 22 September
2021

12 Ibid, Muldan Halim P, dkk.
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pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa
keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan rancangan undang-
undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan
berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD,
Rancangan Undang Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke
dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas
prioritas tahunan.” 3

Ketentuan yang terdapat pada pasal 71A telah membuka lebar peluang
keberlanjutan Undang-Undang yang mangkrak pada periode sebelumnya
dan mempermudah menuju tahap sebelum pengundangan. Carry over
diharapkan menjadi kebijakan terobosan dalam proses pembentukan
Undang-Undang yang berkelanjutan.

Carry over dalam Program Legislasi Nasional yang diamanatkan
dalam Undang-Undang diatas terimplementasikan pada 4 (empat)
Rancangan Undang-Undang berstatus operan dari periode 2014-2019
menuju  periode 2020-2024'*. Keempat RUU carry over tersebut
dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas 2020-2024. Namun hingga saat
ini, baru 2 (dua) dari 4 (empat) Rancangan Undang-Undang carry over
yang telah disahkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang

Minerba dan Undang-Undang Bea Materai.!> Implementasi carry over

13 Pasal 71A Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Yhttps://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27237/t/RKUHP+Masuk+RUU+%27Carry
+Over%27 diakses pada 11/1/2022.

15 https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. diakses pada 11 Januari 2022.
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masih memunculkan berbagai problematika dan membentuk ketidak
efektifitasan jika dilihat dari penerapan dalam Program Legislasi Nasional.
Sehingga penulis mencoba menjelaskan kembali bagaimana penerapan
carry over dalam Program Legislasi Nasional, dan mengkaji bagaimana
penerapan carry over dalam Program Legislasi Nasional. Dalam
membahas kajian tersebut penulis menggunakan dua teori hukum.
Pertama, penulis menggunakan teori efektifitas hukum untuk melihat
efektifitas kebijakan carry over dalam Program Legislasi Nasional, Kedua,
penulis menggunakan teori Maslahah Mursalah untuk melihat penerapan
carry over dalam Program Legislasi Nasional di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka
penulis menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisa sebagai
berikut :
1. Bagaimana penerapan carry over dalam program legislasi nasional
di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan carry over dalam program legislasi nasional
prespektif maslahah mursalah?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut
a. Untuk mengetahui apakah penerapan ketentuan carry

over dalam program legislasi nasiona..



b. Untuk mengetahui bagaimana urgensi ketentuan carry

over dalam program legislasi nasional prespektif

mashlahah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain

sebagai berikut:

C.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum
tata negara pada umumnya, serta memberikan sumbangan
pemikiran yang terbaru, lebih khusus terhadap wawasan
pemikiran sistem carry over yang terhitung masih sangat
minim diperkembangan ilmu pengetahuan hukum tata
negara. Sekaligus memberi prespektif keislaman, dalam
hal ini yaitu prespektif maslahah mursalah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan informasi dan masukan kepada:

1. Pemerintahan guna membuka wawasan baik dalam
ke-Bangsaan dan ke-Islaman sebagai landasan
dalam menerapkan kebijakan kebijakan pemerintah.

2. Kalangan akademis menambah wawasan praktis
dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman
khususnya dalam bidang hukum tata negara yang

menyangkut pada ketentuan carry over dalam



program legislasi nasional.

3. Masyarakat umum agar lebih paham dan peka
terhadap mekanisme pembentukan peraturan
perundang undangan guna terwujudnya masyarakat
yang sejahtera

e. Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai
kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu

program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Penulis menelusuri beberapa literatur yang memiliki korelasi dengan
tema “Ketentuan Carry Over dalam Program Legislasi Nasional prespektif
Maslahah Mursalah” sehingga penulis menemukan beberapa literatur yang
linear dengan dengan tema diatas. Dalam menyusun penelitian tersebut
penulis menghindari adanya plagiasi, maka perlu mengetahui perbedaan
penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian penelitian lainnya
yang telah ada sebelumnya. Adapun literature-literatur yang memiliki

korelasi dengan tema penelitian sebagai berikut:
Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad A.S Hikam dengan
judul  “Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi
Nasional”.! Secara umum, jurnal ini membahas terkait bagaimana

Program Legislasi Nasional dibentuk sebagai landasan operasional

16 Muhammad A.S Hikam, “Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program
Legislasi Nasional”, Jurnal Legislasi Indonesi a, Vol.2 No.1 Maret, 2005.



pembangunan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan akan dapat memproyeksikan kebutuhan hukum atau undang-
undang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan visi
dan misi, arah kebijakan, serta indikator secara rasional.

Kedua, junal yang ditulis oleh Mira Fajriyah dengan judul
“Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI”.!7
Jurnal ini membahas terkait refraksi (pembelokan) yuridis dalam
peyelenggaraan program legislasi nasional. Diketahui bahwa inefektifitas,
inefisiensi penyelenggaraan Prolegnas di DPR RI bersumber dari refraksi
(pembelokan) yuridis di taraf perundang-undangan baik pada pengaturan
bentuk hukum maupun substansinya. Sehingga dalam jurnal ini penulis
(jurnal) menyarankan agar terwujud perubahan pendekatan hukum yang
lebih mengedepankan percepatan pembangunan hukum dalam bidang-
bidang kehidupan bernegara secara taktis dan spesifik dalam rangka
membersamai preferensi dan konsesi perubahan yang begitu cepat.
Sehingga terjalin kesinambungan politik hukum di ranah legislasi dan
pemerintahan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sobirin Malian yang berjudul
“Mengkritisi Program Legislasi Nasional 2004-2009 : Agenda DPR, DPD

dan Pemerintah yang Gagal”.!® Seara umum jurnal ini membahas terkait

17 Mira Fajriyah, “Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR
RI”, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.1 Maret, 2016.

18 Sobirin Malian, “Mengkritisi Program Legislasi Nasional 2004-2009 : Agenda
DPR, DPD dan Pemerintah yang Gagal”, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol. 31,
No. 68, 2008.



kitik tajam atas buruknya kinerja Pemerintahan sebagai penyelenggara
program legislasi nasional yang dijadikan sebagai grand design dibidang
produk hukum. Faktor yang menjadi penyebab buruknya kinerja
Pemerintahan di  bidang legislasi yaitu lemahnya kesadaran
konstitusionalisme dari Pemerintahan, sehingga dalam proses pembuatan
UU Pemerintahan kurang memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang
terdapat dalam batang tubuh UUD 1945.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Bambang Kesowo yang berjudul
“Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar
Bagi Perencanaannya”.!” Jurnal ini membahas terkait keberadaan desain
besar atau grand design secara substantif dalam bentuk penyusunan
Program Legislasi Nasional yang berlangsung obyektif dan rasional.
Jurnal ini juga akan dapat menggambarkan secara komprehensif dan jelas
apa sebenarnya negara hukum.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Risdiana Izzaty dengan judul
“Mekanisme Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di
Indonesia”.?® Dalam skripsi ini terdapat dua fokus yang dibahas, Pertama
terkait bagaimana mekanisme Carry-Over dalam Pembentukan Undang-
Undang di Indonesia, Kedua terkait bagaimana gagasan mekanisme carry-
over untuk memastikan keberlanjutan proses pembentukan undang-undang

pada pergantian periode jabatan DPR.

19 Bambang Kesowo, “Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan
Desain Besar Bagi Perencanaannya”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6. No. 1 April 2012.

20 Risdiana Izzaty dengan judul “Mekanisme Carry-Over dalam Pembentukan
Undang-Undang di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016
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Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Muldan Halim Pratama, dkk.
Dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang
Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga
Pembentuknya”.?! Dalam jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat ketidaksesuaian dengan konsepsi pembentukan UU yang
berkelanjutan jika diartikan berpola lintas masa jabatan. Dengan demikian,
perlu dilakukan rekonstruksi terhadap konsepsi pembentukan UU yang
berkelanjutan agar pembentukan UU yang berkelanjutan itu diartikan
sebagai proses pembentukan yang sanggup mengantarkan RUU melewati
seluruh rangkaian atau tahapan yang mesti dilalui dalam periode 5 (lima)
tahun. Sehingga RUU yang bersangkutan dipastikan dapat diundangkan di
dalam periode masa jabatan lembaga pembentuk UU yang existing. Hal ini
perlu dilakukan agar penyelenggaraan pembentukan UU tetap selaras
dengan politik hukum tetap pembentukan UU yang digariskan oleh
konstitusi, yakni terikat pada periode masa jabatan lembaga
pembentuknya.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Risdiana Izzaty dengan judul
“Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di
Indonesia”.?> Pembahasan dalam jurnal ini berkesimpulan pada

mekanisme Carry-over yang diamanatkan dalam Pasal 71A UU No. 15

2 Muldan Halim Pratama, dkk., “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang
yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga
Pembentuknya”, Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 54, No. 2
Desember, 2020.

22 Risdiana Izzaty, “Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-
Undang di Indonesia”, Jurnal HAM, Vol. 11 No. 1 April, 2020.
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Tahun 2019 dapat dipandang sebagai upaya Pemerintah dalam mencapai
pembentukan undang-undang yang berkelanjutan, efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip good governance serta meningkatkan komitmen
terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Secara umum,
tujuan dari carry-over adalah untuk menghindari fluktuasi proses legislasi
akibat pergantian DPR pada lintas periode, efisiensi APBN hingga
pengawasan terhadap proses pembentukan undang-undang untuk

meminimalisir kesalahan saat pembahasan.

E. Kerangka Teoritik
1. Mashlahah Mursalah
Dalam membahas mashlahah mursalah hal yang paling mendasar
yaitu pemahaman bahasa (etimologi). Secara bahasa maslahah
merupakan sinonim dari kata manfa’at (kemanfaatan) dan lawan kata
dari mafsadat (kerusakan). Kata manfa’at sendiri selalu diartikan
dengan /ladzat (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau
mempertahankannya.”® Sedangkan kata mursalah dalam bahasa arab
berarti terputus atau terlepas. Sehingga maslahah mursalah jika dikaji
secara bahasa merupakan kemaslahatan yang terlepas, dalam konteks
ini kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash secara langsung.
Secara terminologi menurut Abdul Wahab Khallaf maslahah

mursalah adalah maslahah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum

23 Lahmudin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi’i
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), him. 127.
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untuk mewujudkan maslahah, dan juga tidak terdapat dalil yang
menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 2* Sejalan
dengan pengertian etimologi, Abdul Wahab Khallaf memaknai
maslahah mursalah dimana kemaslahatan tidak diatur dalam syariat.
Selain itu Abdul Wahab Khallaf menambahkan makna maslahah
mursalah, yaitu apabila dalil tidak melegitimasi pengakuan dan
pembatalan suatu maslahat.

Skema maslahah mursalah ini dapat kita tinjau dengan kaidah
induk fighiyah. Imam Izzuddin bin Abd. Al-Salam mengatakan bahwa
seluruh masalah figh hanya dikembalikan kepada dar’u al-mafaasid
(menolak segala yang merusak) dan jalb al-masaalih (mendatangkan
kemaslahatan).?> Sehingga kedua kaidah induk fighiyah ini dijadikan
pisau analisis dalam meninjau kemaslahatan suatu produk hukum.

Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia
karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada
kehendak syara’ sebab sering didasarkan pada hawa nafsu.?® Oleh
sebab itu syaratnya kemaslahatan (produk hukum) harus senada
dengan kehendak dan tujuan syara’.

Mashlahah mursalah ini merupakan salah satu metode dalam

24 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), him. 123.

%5 Ach. Fajruddin Fatwa, Usul Figh Dan Kaidah Fighiyah (Surabaya: IAIN Sunan
Ampel Press, 2013), hlm 147.

26 Abd Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista.
2006), him. 237.
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menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang
ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan
pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. *’
Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam
upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara’.

Sementara syarat dapat diterapkannya maslahah mursalah mengutip

pendapat dari Al-Ghazali 2® adalah:

1) Sejalan dengan tindakan syara’

2) Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

3) Termasuk dalam kategori mashlahah yang dharuri baik yang
menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan
universal.

2. Efektifitas Hukum
Dalam pembicaraan efektivitas, maka tidak akan lepas dari
keberhasilan suatu tugas atau kebijakan. Kata “efektif” berasal dari
bahasa inggris yaitu effecctifal yang memiliki arti sesuatu yang
dilakukan berhasil dengan baik. Menurut KBBI (kamus besar
bahasa indonesia) dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki

efek timbul (pengaruh, kesan atau akibat).?’ Secara umum

efektifitas merupakan kemampuan maelaksanakan Tupoksi (tugas

27 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang, 1955), hlm. 298.

2 Abd Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista.
2006), hlm. 237.

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) him. 284.
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pokok dan fungsi) dari sebuah organisasi atau sejenisnya.’’ Artinya
agar dapat dikatakan efektif, apabila suatu tugas dapat terlaksana
sesuai dengan harapan sebuah instansi ataupun lembaga.

Dengan kata lain efektivitas berarti berarti tujuan yang
sebelumnya telah direncanakan dapat tercapai karena adanya
proses kegiatan.3! Maka dari itu, suatu proses kegiatan merupakan
syarat yang penting dalam mencapai efektifitas suatu kegiatan.
Sementara menurut Effendy, efektifitas merupakan “Komunikasi
yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan
sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil

)

vang ditentukan,” makna efektifitas berarti tercapainya suatu
tujuan atau sasaran yang ditentukan yaitu target yang telah tercapai
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan, efektifitas hukum dapat
terlaksana apabila tujuan suatu kebijakan itu sesuai dengan harapan
pemangku kebijakan.?® Sehingga efektif tidaknya suatu kebijakan
dapat dilihat melalui hasil dari sebuah kebijakan atau harapan

pembuat hukum. Seda ngkan menurut Soerjono Soekanto salah

satu fungsi hukum, baik sebagai suatu kaidah maupun sebagai

30 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta, Pembaharuan,

2005), hlm. 109.

Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung:

Angkasa, 1997), hlm 89.

32 Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, Bandung: PT. Mandar Maju,

1989), him. 14.

33 BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Y ogyakarta

Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota
Yogyakarta”, him. 134.

15



prilaku merupakan menimbang prilaku manusia, artinya, pengaruh
hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau
kepatuhan pada hukum, melainkan mencakup efek total dari
hukum terhadap prilaku yang bersifat negatif maupun positif. 3
Sehingga didlihat dari pengertian tersebut, efektifitas suatu hukum
dilihat dari prilaku manusia yang bersifat postif maupun negatif.
Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung
makna efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban suatu
kebijakan.>> Hal ini dapat bermakna bahwa keberhasilan
(kemanjuran/kenujaraban) suatu kebijakan menjadi faktor penentu
efektif-tidaknya suatu hukum. Sejalan dengan itu, W Yudho dan H.
Tjandrasari mengemukakakan efektifitas hukum adalah suatu
kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan

atau situasi sesuai dengan kehendak hukum.3®

Maksudnya
kehendak hukum menjadi faktor yang akan menentukan efektifitas
dari kebijakan hukum, jika kehendak hukum itu jelas maka
efektifitas hukum akan dapat diukur dengan jelas pula. Diperkuat
oleh Salim, H. S dan Erlis Septiana bahwa hukum akan menjadi

efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapan kebijakan dapat

mencegah perbuatan -perbuatan yang tidak diinginkan dapat

3 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka

Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), him. 45.

35 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), hlm. 85.

36 W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta :
Majalah Hukum dan pembangunan, Ul Press, 1987), him. 59.
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menghilangkan kekacauan.’’” Dapat ditarik kesimpulan bahwa
selain melihat hasil (keberhasilan)  dari kehendak hukum,
efektifitas hukum juga dilihat dari dapat tidaknya kebijakan
menghilangkan kekacauan.

Bila membicarakan efektifitas hukum berarti membicarakan
daya kerja hukum dalam mengatur sesuatu agar taat kepada
hukum. Dalam pengertian teori-teori hukum, efektifitas hukum
artinya mengkaji kaidah hukum yang berlaku secara yuridis,
sosiologis dan filosofis.*® Oleh karena itu, menurut Soerjono
Soekanto terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
efektifitas dalam penegakan hukum?’, yaitu:

a. Faktor Hukum
Hukum berfungsi menegakkan keadilan,
kepastian dan kemanfaataan. Dalam realitas
peyelenggaraan hukum di lapangan, seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan
hukum. Kepastian hukum bersifat konkret dan
berwujud nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak.

Tentang berlakunya suatu hukum sebagai kaidah

37 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, (Jakarta : Rajawali Press2013), him. 303.

38 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Remadja
Karya, 1987), hlm. 23

3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
(Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada2007), him. 5.
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dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam*’, yaitu:

e Kaidah hukum berlaku secara yuridis,
bilamana  penentuan  suatu  kaidah
didasarkan pada tingkatan yang lebih
tinggi atau apabila penentuanya dengan
cara yang telah ditetapkan sebelumnya
atau bila menunjukan hubungan keharusan
antara kondisi dan akibatnya.

e Kaidah  hukum  berlaku  sosiologis,
bilamana  kaidah  tersebut  efektif,
maksudnya adalah, kaidah tersebut berlaku
secara paksa oleh penguasa meskipun
tidak diterima oleh masyarakat atau
apabila kaidah berlaku karena diterima dan
diakui oleh masyarakat.

e Kaidah hukum tersebut berlaku secara
filosofis, maksudnya adalah kaidah sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai
positif ~ yang  paling  tinggi  (ius
constituendum).

Kaidah hukum akan dapat berfungsi dengan

40 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta: Remadja
Karya, 1987), hlm. 23
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baik apabila memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan
filosofis, sebab pertama, bilamana kaidah hukum
hanya terlaksana secara yuridis, maka kemungkinan
besar kaidah itu akan mati, kedua, bilamana kaidah itu
hanya berlaku secara sosiologis dalam makna teori
kekuasaan, maka kaidah itu menjadi otoriter
(pemaksa), ketiga, bilamana kaidah itu hanya berlaku
secara filosofis, maka kaidah itu hanya merupakan
hukum dalam bentuk cita-cita.*!  Sehingga, dalam
menegakkan hukum sebagai suatu kaidah perlu
memahami (mengkaji) dalam ketiga cara tersebut.
b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas ataupun kepribadian
petugas penegak hukum menjadi peran yang penting,
apabila peraturan berfungsi dengan baik pula. Oleh
karena itu, salah satu kunci keberhasilan dari
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana ataupun fasilitas pendukung

mencakup 2 (dua) hal, perangkat lunak dan perangkat

keras. Perangkat lunak dalam hal penegakan hukum

4l Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 62-63.
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merupakan pendidikan hukum, hal ini bermakna
bahwa pendidikan hukum merupakan faktor yang
penting dalam menegakkan huku. Perangkat keras
dalam hal penegakan hukum memiliki arti sarana fisik
yang berfungsi dalam hukum acara. Apabila kedua hal
ini tidak dapat terpenuhi maka keberhasilan
penegakan hukum tidak akan dapat tercapai.
d. Faktor Masyarakat

Dalam  rangka  mengefektitkan  suatu
kebijakan, salah satu faktor yang mendukung yaitu
faktor masyarakat. Maksudnya adalah, masyarakat
memilki kesadaran dalam mematuhi kebijakan
(peraturan perundang-undangan) yang sering disebut
derajat kepatuhan. Ukuran dari derajat kepatuhan
ialah, apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan
terhadap hukum. Dan bilamana suatu peraturan
perundang-undangan telah diundangkan dan disahkan
dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara
yuridis peraturan perundang-undangan berlaku dalam
masyarakat.*?> Pada konteks faktor masyarakat dalam
efektifitas hukum, maka masyarakat diharapkan untuk

faham terhadap perudang undangan yang berlaku

42 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 64-67.
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secara yuridis, walaupun pada realitasnya masyarakat
belum secara menyeluruh faham terhadap perundang-
undangan yang berlaku.
e. Faktor Kebudayaan
Budaya dalam efektifitas hukum memiliki
fungsi yang sangat besar dalam masyarakat, yaitu
mengatur bagaimana berbuat, bertindak, dan
menetukan sikap dalam berhubungan dengan orang
lain.¥* Dengan demikian, faktor kebudayaan
merupakan unsur yang menentukan tidakan yang
boleh dilakukan dan tindakan yang dilarang.
Kebudayaan dalam negara indonesia
dilandasi oleh hukum adat. Menurut Supomo hukum
adat ialah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan,
meliputi kebijakan-kebijakan hidup yang tidak
ditetapkan oleh pihak berwajib, akantetapi tetap
ditaati dan didukung oleh masyarakat dengan
keyakinan penuh bahwa kebijakan adat memiliki
kekuatan hukum.* Nilai-nilai dasar dari hukum adat
menjadi cerminan dalam pembuatan perundang-

undangan, agar perundang undangan dapat terlaksana

43 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm. 64-65.
# Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Aceh: Unimal Press 2016) him. 3.
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secara efektif.*> Dalam Negara Indonesia kebijakan
kebijakan hukum adat yang tidak tertulis memiliki
kekuatan hukum, sehingga hukum perundang-
undangan yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai

hukum adat agar terlaksana secara efektif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research
(penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan
pustaka yang telah ada dan memiliki relevansi dengan permasalahan
yang dibahas. Penelitian pustaka dalam hal ini berupa buku, jurnal,
maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema
penelitian yang membahas tentang ketentuan carry over dalam

program legislasi nasional prespektif mashlahah mursalah.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara
teratur seluruh kn onsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang
dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis
guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Penelitian ini

mendeskripsikan dan menelaah terkait ketentuan carry over dalam

45 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 64-65.
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program legislasi nasional prespektif mashlahah mursalah dari
berbagai peraturan yang mengalami dinamika perubahan dari masa ke
masa. Kemudian melihat dari sejarah praktiknya di Indonesia lalu

dianalisis menggunakan kerangka teori maslahah mursalah.

a. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris,
yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan
atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat (fakta empiris). Hukum normatif yang digunakan
adalah UUD 1945, UU No 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No 15
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sedangkan
fakta empiris berupa praktik carry-over dalam Program
Legislasi Nasional yang dilakukan oleh DPR di indonesia.
Kemudian hal tersebut dikaji dengan teori maslahah mursalah.
b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur.
Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji

dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder.
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Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan
perundang-undangan yang membahas tentang ketentuan carry
over dalam program legislasi nasional.
c. Sumber Data
Sumber data dari penelitian ini dilakukan dengan mencari
berbagai literatur yakni:

e Sumber Primer, yakni sumber data utama yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan
Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang
terkait dengan penelitian ini.

e Sumber Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat
membantu menjelaskan data primer dapat berupa
semua publikasi tentang hukum yang merupakan
dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel
dan skripsi.

e Sumber Tersier, yakni bahan lain yang di luar
keilmuan  hukum = untuk = membantu peniliti
mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus
besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum,
berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua bahan

tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi ke dalam
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beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut.
Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai
berikut:

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab
bahasan berupa: Latar belakang masalah yang memuat berbagai alasan dari
masalah yang diteliti. Rumusan masalah yang merupakanpenegasan
terhadap materi dalam latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian,
berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. Telaah pustaka berisi mengenai
penelusuran terhadap penelitian penelitian terdahulu yang berkaitan dan
bersinggungan dengan penelitian ini. Kerangka teori, memaparkan
kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah.
Metodologi penelitian berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan
teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan
dikumpulkan. Terakhir Sistematika pembahasan yang berisi penyajian
sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab kedua, berisi gambaran teoritis mengenai konsep maslahah
mursalah dan efektifitas hukum yang digunakan sebagai teori dasar dalam
penelitian ini. Terdapat juga sub-bab yang akan memperjelas secara detail
agar mempermudah sebagai pisau analisis untuk bab berikutnya.

Bab ketiga, berisi penjelasan yang berkaitan dengan ketentuan
carry-over dalam program legislasi nasional dan peraturan yang
membahas tersebut serta problematika carry-over dalam program legislasi

nasional di Indonesia.
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Bab keempat, merupakan analisis penulis untuk membahas
kebijakan carry-over dalam program legislasi nasional prespektif
mashlahah mursalah.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
terkait penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-
pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran

merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil,

adapun diantaranya:

1.

Kebijakan carry over secara umum dapat dipahami bahwa kebijakan
yang mengatur tentang mekanisme pewarisan RUU dari masa periode
DPR (5 tahunan) sebelumnya menuju periode DPR berikutnya. Dalam
Naskah Akademik terkait kebijakan carry over, yang terdapat pada
Naskah Akademik RUU tentang perubahan atas Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Perundang-
undangan, kita dapat meninjau gagasan pokok carry over yang tertera
didalamnya. Terdapat 2 (dua) gagasan pokok dari kebijakan carry
over, yaitu: 1) efektifitas anggaran 2) keberlanjutan RUU (Rancangan
Undang-Undang). Dalam pembahasan hukum, efektifitas dari sebuah
kebijakan (hukum) dapat terlaksana apabila harapan pemangku
kebijakan tersebut terpenuhi. Dalam konteks carry over, harapan
pemangku kebijakan tersebut tertera dalam gagasan pokok kebijakan
carry over (efektifitas anggaran dan keberlanjutan RUU). Dengan
begitu efektifitas kebijakan carry over dapat tercapai bilamana kedua
gagasan pokok carry over itu terpenuhi. Penulis menyimpulkan bahwa

faktor yang menentukan efektifitas kebijakan carry over dapat dilihat
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dari kelima faktor penentu yakni: (1) faktor hukum, (2) faktor penegak
hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor
masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. tersebut. Efektifitas kebijakan
carry over apabila ditinjau kedalam 5 (lima) faktor efektifitas hukum,
dalam beberapa poin sudah terpenuhi. Namun, dalam penerapannya
terdapat 4 (empat) catatan, yakni: Pertama, desain kebijakan carry
over yang masih menumpang dengan aturan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas). Kedua, dalam penerapan kebijakan carry over
belum memberikan kepastian hukum. Dalam hal kebijakan carry over,
kepastian berlanjutnya suatu RUU yang di-carry over antar periode.
Ketiga, dalam penerapannya RUU yang berstatus carry over, RUU
tersebut belum sepenuhnya diutamakan pembahasannya dalam
Prolegnas jangka menengah maupun tahunan, sehingga menjadikan
efektifitas dan keberlanjutan RUU bukan menjadi prioritas utama,
yang didalamnya juga membawa kepastian dan kebermanfaatan
hukum bagi masyarakat. Keempat, dalam penerapannya carry over
belum mencerminkan dasar nilai ketertiban dan ketentraman hukum,
sebab, RUU yang berstatus carry over hingga skripsi ini ditulis, hanya
50 persen (2 dari 4 RUU carry over) yang telah disahkan, padahal
sudah berjalan 3 (tiga) dari 4 (empat) tahun masa jabatan DPR.
Ketertiban (berkelanjutan) RUU dan ketentraman (efektifitas)
masyarakat dapat terpenuhi bilamana RUU yang membawa berbagai

kepentingan (efektifitas dan keberlanjutan) diutamakan
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pembahasannya dalam Prolegnas jangka menengah dan tahunan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan carry over telah efektif,
walaupun pada penerapannya terdapat beberapa catatan yang harus
segera dibenahi agar efektifitas hukum dari kebijakan carry over dapat
terpenuhi dan diterapkan dalam peraturan perundang undangan di
Indonesia.

. Dalam meninjau suatu kebijakan carry over, kemaslahatan kebijakan
dapat dilihat dari segi prioritasnya, kemaslahatan dalam hal ini dapat
dilihat dari teori maslahah mursalah. Maslahah apabila dilihat dari segi
prioritasnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) maslahah dharuriyah, 2)
maslahah hajityah 3) maslahah tahsiniyah. Dalam  prespektif
maslahah, kebijakan carry over belum dapat diklasifikasikan kedalam
maslahah dharuriyah karena dampak kegagalan dari meng-carry over
suatun RUU belum menyebabkan kerusakan yang fatal hingga
memaksa negara untuk berhenti. Sehingga, kebijakan carry over
merupakan  maslahah ~ hajiyah ~ yang  dibutuhkan  dalam
menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia. Urgensitas dari kebijakan carry over tetaplah
penting, akan tetapi tidak dalam porsi dharuriyah (darurat). Sarah
dengan itu, dalam naskah akademik kebijakan carry over terdapat 2
(dua) tujuan dibentuknya kebijakan ini, yakni, efektifitas anggaran dan

keberlanjutan RUU, kedua tujuan ini sejalan dengan al-Maslahah al-
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Khamsah, yakni: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3)
memlihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memlihara harta.
Efektifitas anggaran dalam al-Maslahah al-Khamsah dapat diartikan
sebagai hifdz maal (memlihara harta), dan keberlanjutan RUU dalam
jangka panjang dapat diartikan sebagai hifdz nafs (memelihara jiwa).
Walaupun pada naskah akademik, kebijakan carry over memiliki 2
(dua) tujuan yang sudah sesuai dengan kemaslahatan umum, yakni,
efektifitas anggaran (hifdz maal) dan keberlanjutan RUU (hifdz nafs),
namun, kebijakan carry over perlu diupayakan agar memenuhi bebrapa
aspek maslahah mursalah dalam penerapannya, sebagaimana berikut:
a. Kemaslahatan yang dibentuk kebijakan carry over harus hakiki
tidak boleh didasarkan pada prediksi (wahn). Kebijakan carry
over harus mempertimbangkan kemadharatan yang akan
ditimbulkan, bilamana kemadharatan yang muncul diabaikan,
maka kemaslahatan itu berdasarkan atas wahn (prediksi).
Dalam kebijakan carry over, efektifitas anggaran dan
keberlanjutan RUU tidak boleh menjadi semu (wahn),
sehingga dalam penerapannya diperlukan kepastian penerapan
hukum.
b. Kemaslahatan harus berlaku secara universal untuk seluruh
lapisan masyarakat, bukan untuk perorangan atau kelompok
tertentu (parsial). Sejalan dengan itu, efektifitas anggaran dan

keberlanjutan RUU merupakan kemaslahatan yang bersifat
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B. Saran

1.

universal. Anggaran yang dimaksud adalah APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) sedangkan keberlanjutan
RUU merupakan kemaslahatan bersama, dimana RUU yang
berkelanjutan dan dapat diundangkan akan menjadi
kemaslahatan jangka panjang dalam lingkup yang sangat luas
(negara). Hal tersebut dirasa penting dalam sebuah kebijakan
untuk menghindarkan umat dari kesulitan dan kemadharatan.

Kemaslahatan yang dibentuk tidak bertentangan dengan tata
hukum dan dasar dasar penetapan nash (al-Quran dan as-
Sunnah) serta ijmak. Kemaslahatan yang dibentuk oleh carry
over yakni efektifitas anggaran dan keberlanjutan RUU dalam
tata hukum perundang undangan tidak bertentangan, sesuai
dengan pembahasan pada bab iv awal. Dalam pembahasan
dasar penetapan nash, kedua kemaslahatan carry over ini sesuai
dengan (Q.S. Al Isra’ : 26) ter kait penghematan anggaran.

(Q.S. Hud : 6 ) tentang kesjahteraan seluruh makhluk.

Kebijakan carry over dalam Prolegnas ini secara umum telah efektif
dan dapat diterapkan. Akan tetapi, dalam penerapannya belum
memberikan kepastian hukum sehingga penerapan kebijakan carry
over harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat umum agar

kebijakan carry over dapat diterapkan secara efektif.
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2. Desain kebijakan carry over dalam penerapannya masih menumpang
penuh dengan kebijakan Prolegnas. Oleh sebab itu, perlu aturan
perundang-undangan yang sistematis dan independen untuk mengatur
regulasi terkait peng-operan RUU antar periode DPR atau yang saat
ini kita sebut carry over. Sehingga aturan carry over tidak lagi
menumpang dengan kebijakan Prolegnas, melainkan berdiri sendiri
(independen) dan sistematis. Hal ini dicapai agar kepastian hukum
dapat tercapai, sehingga dampak (implikasi) carry over dapat

dirasakan masyarakat umum.
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